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A. Penegasan Judul 
Sebagai langkah awal guna untuk mempermudahkan mendapatkan 
informasi serta gambar yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka 
perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 
istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul 
tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami 
maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang 
akan di bahas. “Perbedaan Porsi Dalam Jual Beli Makanan Melalui 
Aplikasi Online dan Membeli Secara Langsung Persepektif Fiqh 
Muamalah (Studi pada Ayam Geprek Azriel Jalan Pulau Singkep No. 53 
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)” adapun istilah yang akan 
dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Perbedaan Porsi Makanan Dalam Jual Beli Melalui Aplikasi Online 
dan Membeli Secara Langsung adalah porsi atau ukuran saat pesan 
makanan melalui aplikasi online dan membeli secara langsung 
memesan makanan tersebut. Aplikasi online (Gofood) adalah aplikasi 
layanan pesan antar makanan online No 1 di Indonesia dengan ratusan 
ribu restoran terdaftar
1
 yang sangat canggih dan serba instan di era 
modern ini dengan adanya aplikasi online semua makanan bisa di 
pesan secara online berbeda dengan membeli secara langsung diri kita 
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 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=aplikasi+online+goofod, diakses 





harus berjalan dan menuju ke restoran/kedai makanan tersebut 
sehingga pembayaran yang dilakukan transparan . Sedangkan 
pengertian lain, Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat antar 
pengikat dan penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan 
pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
2
 
2. Persepektif Fiqh Muamalah ilmu tentang hukum dengan berbagai 
macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan 
aturan yang telah diatur dalam Islam.
3
 
Maksud dari judul penelitian tersebut adalah untuk memberikan 
gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas didalam 
penelitian ini yang berkaitan dengan Perbedaan Porsi Dalam Jual Beli 
Makanan Melalui Aplikasi Online dan Membeli Secara Langsung di jalan 
Pulau Singkep No. 53 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, apakah di 
bolehkan atau diharamkan menurut hukum Islam. 
B. Alasan Memilih Judul 
Penulis memilih judul skripsi “Perbedaan Porsi Dalam jual beli 
Makanan Melalui Aplikasi Online dan membeli secara langsung 
persepektif fiqh muamalah (Studi pada Ayam Geprek Azriel Jalan Pulau 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
cetakan IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 589 




1. Alasan Obyektif 
Masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya indikasi 
terhadap perbedaan porsi makanan dalam jual beli melalui aplikasi 
online dan membeli secara langsung sehingga penelitian ini dianggap 
perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam. 
2. Alasan Subyektif  
Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia hidup didunia adalah sebagai subjek yang tidak mungkin 
hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. 
Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah diterapkan oleh 
Allah SWT. Bagi mereka.  Begitu pula dalam soal kesejahteraan manusia 
berinteraksi satu sama yang lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. 
Bermuamalah merupakan salah satu bentuk  kemudahan bagi 
manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana makhluk sosial. 
Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. 
Kegiatan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan, tergantung rukun dan 
syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau 




yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Sesuai dengan pendapat 
Imam Ali Karromallahu Wajhah Pernah mengatakan bahwa, “ Hukum 
Dulu Baru Bisnis”. Hal ini membuktikan bahwa sangat jelas dalam 
melakukan suatu bisnis hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum 




Seiring perkembangan waktu dan zaman hal bermuamalah di era 
globalisai saat ini sangat beragam cara untuk memenuhi kebutuhan 
masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. 
berbagai macam cara peraktek bermuamalah yang ada di dalam 
masyarakat sekarang ini berbeda dengan keadaan masyarakat terdahulu, 
misalnya jual beli. Di mana sekarang ini praktik jual beli sudah beragam 
cara seperti, jual beli melalui internet, jual beli lelang, jual beli utang 
piutang, dan lain-lainnya. 
Selain itu transaksi-transaksi yang berupa barang makananpun 
kerap menjadi aktifitas keseharian masyarakat dikarenakan makanan 
merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup untuk bertahan dan 
hidup. Tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan karena manusia 
menempati urutan teratas dalam rangkai makanan. Di era teknologi saat ini 
juga untuk memesan makanan sangatlah mudah dan sangat instan di waktu 
yang sangat sibukpun manusia bisa makan dengan tepat waktu 
menggunakan aplikasi online . 
                                                             




Layanan aplikasi online saat ini sudah menjadi kebutuhan, semua 
orang bisa menggunakan aplikasi online dari orang dewasa sampai anak-
anak, layanan tersebut bukan hanya antar jemput penumpang melainkan 
bisa mengantar paket, belanja dengan biaya talangan driver, memesan 
makanan, bersih-bersih rumah dan lain-nya semua layanan dalam satu 
aplikasi bisa digunakan 24 jam penuh. 
Tidak terlepas dari itu di dalam layanan apliksai online memiliki 
salah satu fitur yang terbilang sangat familiar dan tidak kalah pentingnya 
bagi kebutuhan masyarakat khususnya di sekitar kota Bandar Lampung 
yaitu terkait pemesanan melalui aplikasi online, di mana makanan yang 
dipesan tersebut mempunyai perbedaan porsi dengan pemesanan makanan 
secara langsung. Makanan yang di pesan melalui go-food di aplikasi 
online  mempunyai porsi yang lebih sedikit di bandingkan memesan secara 
langsung, adapun perbedaan porsi dalam jual beli makanan melalui 
aplikasi online dan membeli secara langsung yaitu 1 ayam ekor di potong 
menjadi 4-6 bagian untuk pembeli secara langsung sedangkan 1 ekor ayam 
dipotong menjadi 8 bagian untuk pembelian melalui aplikasi online hal 
inipun menjadi sorotan di masyarakat, sehingga menimbulkan keluhan 
pada masyarakat dan mengurangi tingkat kepercayaan pada PT. Karya 
Anak Bangsa serta berpengaruh pada tingkat rating driver tersebut. 
padahal driver tersebut hanya sebagai perantara saja bukan sebagai 




melainkan beberapa restoran yang bekerja sama dengan aplikasi online  
melakukan perbedaan porsi makanan tersebut. 
Hal ini sangat bertolak belakang dengan adanya praktik jual beli 
makanan yang dipesan melalui di aplikasi online dengan membeli secara 
langsung, karena di duga adanya perbedaan porsi makanan yang 
disediakan oleh beberapa pihak restoran. Dengan itu menarik untuk 
penulis kaji lebih lanjut dalam penelitian ini tentang bagaimana tinjauan 
hukum Islam tentang perbedaan porsi dalam jual beli makanan melalui 
aplikasi online dan membeli secara langsung 
D. Fokus Penelitian 
Akad jual beli merupakan bagian dari muamalah yang ruang 
lingkupnya sangat luas, maka dalam penelitian ini perlu dibatasi fokus 
masalahnya sekitar praktik jual beli. Perbedaan Porsi Dalam Jual Beli 
Makanan Melalui Aplikasi Online dan Membeli Secara Langsung (Studi 
pada Ayam Geprek Azriel Jalan Pulau Singkep No. 53 Kecamatan 
Sukabumi Bandar Lampung).   
Hal ini bertujuan agar pemasalahan yang di teliti dan dikaji lebih 
fokus dan terarah, maka penulis membatasi  permasalahan-permasalahan 
dalam penelitian ini. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalah 




1. Bagaimana praktik perbedaan porsi dalam jual beli makanan melalui 
aplikasi online dan membeli secara langsung di ayam geprek Azriel 
Kecamatan Sukabumi Bandar lampung ? 
2. Bagaimana persepektif fiqh muamalah tentang perbedaan porsi dalam 
jual beli makanan melalui aplikasi online dan membeli secara langsung 
di ayam geprek Azriel Kecamatan Sukabumi Bandar lampung ? 
F. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik perbedaan porsi dalam jual beli 
makanan melalui aplikasi online  dan membeli secara langsung di ayam 
geprek Azriel Kecamatan Sukabumi Bandar lampung. 
b. Untuk mengetahui dalam persepektif fiqh muamalah tentang perbedaan 
porsi dalam jual beli makanan melalui aplikasi online  dan membeli 
secara langsung di ayam geprek Azriel Kecamatan Sukabumi Bandar 
lampung. 
G. Signifikasi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat 
dalam tataran teoritis maupun manfaat praktis adapun manfaat penelitian 
yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut  
a. Secara teoritis bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu 
memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman 




dan membeli secara langsung terjadi ditengah-tengah masyarakat. 
Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya 
sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 
memproses hasil yang maksimal. 
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 
secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan 
menganalisa data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas suatu topik atau permasalahan tertentu yang menjadi titik 
fokus utama penelitian.
5
 Metode penelitian juga dimaksud dengan suatu 
cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 
Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian 
ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau 
penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa 
pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah 
apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua metode ini lebih 
                                                             
5




peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 
pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
6
 Alasan 
menggunakan metode ini adalah karena mengkaji praktik perbedaan porsi 
dalam jual beli makanan melalui aplikasi online  dan membeli secara 
langsung yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dengan 
konsep Hukum Islam. 
1. Jenis Penelitian 
Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan 
(field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan 
atau pada responden.
7
 Penelitian lapangan ini pada hakikatnya 
merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis 
tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengan masyarakat 
mengenai praktik perbedaan porsi dalam jual beli makanan melalui 
aplikasi online dan membeli secara langsung.  
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah 
suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 
gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsu-unsur yang 
ada atau fenomena tertentu.
8
 Dalam penelitian ini akan dijelaskan 
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Susiadi AS, Metode penelitian, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan 
Lampung, 2014), h.3. 
7
 Ibid, hlm. 9.  
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mengenai perbedaan porsi dalam jual beli makanan melalui aplikasi 
online  dan membeli secara langsung persepektif fiqh muamalah 
tepatnya di kota Bandar Lampung. 
Sedangkan yang di maksud analitis sendiri yaitu proses 
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori 
dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, 
penafsiran data.
9
 Dengan demikian, maka dalam hal ini melukiskan, 
memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik 
kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu 
anlisis. 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat di mana data itu diperoleh. Sebab 
yang melatar belakangi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada 
persoalan tinjauan hukum Islam tentang perbedaan porsi dalam jual 
beli makanan melalui aplikasi online dan membeli secara langsung. 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 
a. Data Primier 
Data primier adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 
digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Data 
primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi 
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penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, 
yaitu studi dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang melalui pihak lain, tidak 
langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.
10
 Peneliti 
menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan 
dengan pelaksanaan perbedaan porsi dalam jua beli makanan 
melalui aplikasi online dan membeli secara langsung persepektif 
fiqh muamalah (studi kasus ayam geprek Azriel Jalan Pulau 
Singkep No. 53 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung). 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah “keseluruhan dari subjek penelitian”. Apabila 
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 
penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua 
liku-liku yang ada di dalam populasi. 
Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
11
 
Adapun populasi penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a)  Pemilik usaha 1 orang 
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 1  
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b)   Driver aplikasi online 39 orang 
c)  Pembeli secara online 40 orang 
d)  Pembeli secara langsung 40 orang.  
Sehingga populasi dari penelitian ini berjumlah 120 orang. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 
populasi.
12
 Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa apabila 
“populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 
penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi 
jika jumlah populasi nya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 
15-20% atau lebih”. Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah 
sampel yang dijelaskan, penulis mengambil sampel 10% dari 
populasi yang tersedia yaitu 12 orang terdiri dari : 
1) Pemilik usaha ( ayam geprek) 1 orang  
2) Driver aplikasi online sebanyak 3 orang 
3) Pembeli secara online sebanyak 4 orang 
4) Pembeli secara offline sebanyak 4 orang 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian lapangan (field research) ini, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai 
berikut: 
 
                                                             





Observasi adalah cara dan teknik  pengumpulan data yang 
di lakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek 
penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan 
pengamatan-pengamatan terhadap praktik perbedaan porsi dalam 
jual beli makanan melalui aplikasi online dan membeli secara 
langsung persepektif fiqh muamalah (studi kasus ayam geprek 
Azriel Jalan Pulau Singkep No. 53 Kecamatan Sukabumi Bandar 
Lampung). 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primier 
yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan 
(lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan 
pemilik restoran Ayam Geprek Azriel, pemesan melalui aplikasi 
online  dan membeli secara langsung, yang kemudian akan 
dikerjakan dengan sitematik dan berdasarkan pada masalah yang  
diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan 
untuk kemudian di ajukan secara langsung kepada pengelola 
restoran, para pembeli online maupun membeli secara langsung 
dan driver terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli di 
restoran/kedai makanan tersebut, yang selanjutnya akan di tinjau 




6. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan Data 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan 
data yang masuk atau (raw data) terkumpul itu tidak logis dan 
meragukan.
13
 Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat 
koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 
b. Sistematika Data 
Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
7. Metode Analisa Data 
Setelah data di peroleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 
dengan kajian penelitian, yaitu perbedaan porsi dalam jual beli 
makanan melalui aplikasi online dan membeli secara langsung yang 
kemudian akan di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari’ah yang 
akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data 
selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dari hasil 
tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban 
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permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berpikir 
deduktif. 
Dalam menganalisa penulis menggunakan pendekatan berfikir 
deduktif dan induktif. Berfikir deduktif yaitu cara analisis dari 
kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau 
fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif diawali 
dengan sebuah teori dan kemudian di buktikan dengan pencarian 
fakta. Sedangkan berfikir induktif adalah metode yang digunakan 
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A. Kajian Teori 
1.   Fiqh Muamalah 
a. Pengertian Fiqh Muamalah  
Kata fiqh secara etimologi adalah yang memiliki makna 
pengertian atau pemahaman.
1
 Menurut terminologi, fiqh pada 
mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh 
ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama 
dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan 
selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, 
yaitu pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang 
diambil dari dalil-dalil yang terinci. 
Secara bahasa muamalah berasal dari kata amala yu’amilu 
yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. 
Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang 
atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.
2
 
Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang 
mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan 
alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.  
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 Ahmad Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 
1997) h. 1068  
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Aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama 
manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang 
perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, 
perburuan, perkoprasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur 
hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan 
antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata 
pencaharian, dan cara memperoleh rezki dengan cara yang 
dihalalkan atau yang diharamkan. Firman Allah dalam surat An Nahl 
ayat 89 : 
                            
                        
         
Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami, bangkitkan pada 
tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka 
sendiri, dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi 
saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan 
kepadamu Al Kitab (Al-Qur‟an) untuk menjelaskan segala 
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi 
orang-orang yang berserah diri.” (QS. An- Nahl: 89). 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian dari 
fiqh muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum 
tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual 
beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota 
masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat di pahami dan 





Fiqh muamalah menurut para ahli dalam arti luas: 
1) Menurut Ad-Dimyati,fiqh muamalah adalah aktifitas untuk 




2) Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-
ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah 
dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses 




3) Menurut pendapat Mahmud Syalout yaitu ketentuan-ketentuan 
hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan 
anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material 
yang saling menguntungkan satu sama lain.
5
 
4) H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di universitas 
Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fiqh 
Muamalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqh sama 
dengan syariah. Fiqh, secara bahasa Lammens adalah wisdom 
(hukum). Dalam pemahamannya, fiqh adalah rerum divinarum 
atque  humanarum notitia (pengetahuan dan batasan-batasan 
lembaga dan hukum baik dimensi manusia).
6
 
                                                             
3 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 
1993), h.14 
4 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial,….., h. 14 
5 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial,.…., h. 15 






5) Abdul Wahab Khallaf mendifinisikan fiqh dengan pengetahuan 
tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia 
yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan 




Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan 
manusia dalam berurusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan 
sosial kemasyarakatan. manusia kapanpun dan dimanapun harus 
senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun 
dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia 
akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam 
Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, 
sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan 
pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat diakhirat. 
Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit: 
1) Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang 
membolehkan manusia saling menukar manfaat.
8
 
2) Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur 
hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya 




                                                             
7 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial,….., h.15 
8
 Rachmad Syafei, Fiqh muamalah,…, h.16 
9





Jadi pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit lebih 
menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang 
telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan 
cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal 
(harta benda). Fiqh muamalah juga membahas tentang hak dan 
kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak 
sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu 
yang bukan haknya. 
Dilihat dari objek hukumnya, fiqh terbagi menjadi dua bagian yaitu : 
1) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti: sholat, 
puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala bentuk ibadah 
yang berkaitan langsung antara manusia dengan tuhannya. 
2) Hukum-hukum muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan 
dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan 
lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi 
maupun kepentingan umum, seperti hukum-hukum perjanjian 
dagang, sewa-menyewa dan lain-lain.
10
 
Mua‟malah menurut golongan Syafi‟i adalah bagian fiqh untuk 
urusan-urusan kedunian selain perkawinan dan hukuman, yaitu 
hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia 
dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. 
Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni: 
                                                             





1) Transaksi kebendaan (Al-Mu’awadlatul amaliyah) 
2) Pemberian kepercayaan (Amanat)  
3) Perkawinan (Munakahat) 
4) Urusan Persengketaan (Gugatan dan peradilan) 
5) Pembagian warisan11 
Jadi, dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah 
dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut: 
1) Fiqh muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan 
hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama 
manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
mereka. 




Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar 
definisi atau pengertian fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang 
berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik 
hubungan tersebut kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian 
perikatan. Fiqh muamalah adalah hubungan interpersonal antar 
sesama manusia, bukan hubungan vertical manusia dengan tuhannya 
(ibadah mahdloh). 
Fiqh muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata 
Islam. Hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang 
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 Rachmad Syafei, Fiqh muamala,…., h.25. 





Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang juga berkaitan dengan 
hukum personal, fiqh muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum 
perdata Islam hanya mencukupkan pembahasan hukum perorangan 
(personenrecht) dan hukum kebendaan (zakenrecht) secara khusus.
13
 
b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah  
Dalam ruang lingkup Fiqh Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu 
Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiniyah: 
1) Al-Muamalah Al-Adabiyah 
 Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar 
benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur 
penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang 
lingkup fiqh muamalah yang bersifat Adabiyah mencakup 
beberapa hal berikut ini : 
a) Ijab qabul 
b) Saling meridhai 
c) Tidak ada keterpaksaan dari salahsatu pihak 
d) Hak dan kewajiban 




                                                             
13





i) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang 
kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. 
2) Al-Muamalah l-Madiyah 
Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga 
sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah 
adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh 
muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk 
diperjual belikan. Benda-benda yang memadharatkan, benda-
benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan 
beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk kedalam 
ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai 
berikut:  
a) Jual beli (al-Bai’ al-Tijarah) merupakan tindakan atau 
transaksi yang telah disyari‟atkan dalam arti telah ada 
hukumnya yang jelas dalam Islam. 
b) Gadai (al-Rahn) yaitu menjadikan suatu benda yang 
mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk 
kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan 
mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. 
c) Jaminan dan tanggungan (Kafalan dan Dhaman) diartikan 
menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad 
yang mengandung perjanjian dari seorang dimana padanya 





berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab 
terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagihan (utang). 
Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang 
berhutang. 
d) Pemindahan hutang (Hiwalah) berarti pengalihan, 
pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan 
seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk 
menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang 
kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada 
pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu 
dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. 
e) Jatuh bangkrut (Taflis) adalah seseorang yang mempunyai 
hutang, seluruh kekayaannya habis. 
f) Perseroan atau perkongsian (al-Syirkah) dibangun atas 
prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing 
pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk 
saham kepada perseroan, berarti telah memberikan 
kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham. 
c. Prinisp-Prinsip Fiqh Muamalah  
Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain 
yang sasarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai 
prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur 





Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
14
 
1) Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan 
muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua 
perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam 
muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh 
karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh 
dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan 
syara’. 
2) Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan 
kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah 
kerelaan dari kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan 
transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat 
serta tidak melanggar ketentuan syara’ itu di perbolehkan. 
3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam 
bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai 
kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-
tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam 
bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan 
dengan syara’ dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah 
dijadikan sebagai dasar hukum. 
4) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri Sendiri maksudnya 
tujuan bermuamalah adalah mencari keutungan yang tidak 
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merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah 




2.   Jual Beli Menurut Hukum Islam 
a. Pengertian Jual Beli 
Jual beli menurut bahasa berarti al-Bai’, al-Tijarah dan al-
Mubadalah, sebagaimana Allah Swt berfirman: 
           




Jual beli merupakan akad yang tegak dengan dasar penukaran 




Pengertian ba'i didalam kitab fathul mu'in menurut lughah
شئ بشئ  مقاب  diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu 
yang lain.18 
 
                                                             
15 Ibid.., h.75 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2010), 
h. 211. 
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Hasbi Ash-Shiddiqie, peng. Fiqh Muamalah salemba empat  (Jakarta: Pustaka Rizki 
Putra, 2011),  h. 97. 
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Wahbah zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu 
mendefinisikan bahwa jual beli secara etimologi merupakan proses 
tukar menukar barang dengan barang.
19
 
Pengertian secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang 
membahas tentang istilah jual beli, seperti diantaranya: 
1) Ulama Syafi’iyah 
Dalam kitab Fiqh al-Syafi’iyah jual beli diartikan sebagai 
tindakan untuk menukar barang dengan barang atau barang 
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu 
kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
20
 
2) Ulama Hanafiyah 
Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai tukar 
menukar sesuatu yang dinginkan dengan yang sepadan melalui 
cara tertentu yang bermanfaat.
21
 
3) Ulama Malikiyah 
Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli kedalam dua macam, 
yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat 
khusus. 
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Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25. 
20
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., h. 67. 
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a) Jual beli dalam arti umum  
Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. 
Dan yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan manfaat 
adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), 
ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya 
atau bukan hasilnya. 
b) Jual beli dalam arti khusus  
Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan 
yang mempunyai
22
 daya tarik, penukarannya bukan emas dan 
bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika 
(tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu 
ada di hadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah 




Berdasarkan beberapa definisi mengenai jual beli yang telah 
dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan 
bentuk perjanjian tukar menukar objek atau benda yang memiliki 
nilai atas dasar sukarela yang melibatkan antara kedua belah pihak, 
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah….,  h. 69. 
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 satu bertindak sebagai penerima benda dan pihak yang 
lain menerimanya sesuai dengan bentuk perjanjian atau ketentuan 
yang dibenarkan syara' dan disepakati.  
Benda yang dimaksud dapat mencakup pengertian barang dan 
uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni 




b. Dasar Hukum Jual Beli  
Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu yang 
disyariat‟kan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan As-
sunnah antara lain sebagai berikut: 
1) Al–Qur‟an 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 di jelaskan sebagai 
berikut: 
...               ...  




                       
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah….,  .h. 68. 
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah….,  .h. 69. 
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                  
            
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu 
membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 




Ayat diatas memberikan gambaran penegasan 
bahwasannya Allah melarang manusia dari memakan harta 
sesama mereka dengan cara yang bathil, seperti melakukan 
upaya menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang 
kebutuhan pokok untuk dapat menaikkan harganya dikemudian 
hari dan beberapa perbuatan lain yang dilarang termasuk 
didalamnya seperti melakukan riba, serta sebagai pemukanya 
adalah riba.  
2) As-Sunnah 
Sunah adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam 
melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
28
 Dalam sunnah 
terdapat aturan yang mengatur jual beli, antara lain ialah dalam 
hadist Rasullulah SAW bersabda:  
                                                             
27
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah,…,h.370 
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َرَواُه اْبُن )َأِبْ َسِعيٍد اْْلُْدرِيَّ يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم:ِإنَـَّما اْلبَـْيُع َعْن تـََراضٍ َعْن 
 29(.َماَجو
Artinya: Dari Abi Sa‟id al-Khudri berkata: Rasullulah saw 
bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama 
suka”.(H.R. Ibn Majah). 
Dalam hadislain Rasullulah bersabda sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh dari Abi Said al-Khudri: 
َمَع  التَّاِجُر الصَُّدوُق اأَلِميُ أَبِْيَسِعيٍد اْْلُْدرِيَّ يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ َعْن 
يِقَي َوالشَُّهَداء  30.َرَواُه التـِّْرِمِذى()النَِّبيَِّي َوالصِّدِّ
Artinya: Dari Abi Sa‟id al-Khudri berkata: Rasullulah SAW 
bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu 
sejajar (tempatnya disurga) dengan para Nabi, para 
Siddiqin, dan para Syuhada”.(HR. Tarmizi) 
 
3) Ijma 
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli boleh saja 
dilakukan dengan ketentuan didalam jual beli tersebut telah 
terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk berjual beli. 
 الّد لِْيُل َعَلي التَّْحِر يِْ  اأَل ْصُل ِف ْاأَل ْشَيا ِء ْاإِل بَا َحُة حَّتَّ َيُدلَّ 
Artinya: “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, 
sehingga terdapat dalil yang mengharamkan".
31
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Pada kaidah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
dijadikan dasar hujjah dalam menetapkan suatu hukum terkait 
berbagai masalah yang berkenaan dengan jual beli. Dasar 
hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa jual beli itu 
hukumnya mubah yang artinya diperbolehkan sepanjang 
didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah 
ditentukannya, didalam jual beli terkait syarat-syarat yang sesuai 
dengan hukum Islam. 
Kebutuhan manusia dalam melaksanakan transaksi jual 
beli merupakan kebutuhan yang sangat urgen, dengan transaksi 
jual beli seseorang mampu memiliki barang milik orang lain 
yang mereka inginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh 
karena itu, praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia sejak 
masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa 
telah menyepakati terkait disyariatkannya jual beli.
32
 
Agama Islam merupakan agama yang melindungi hak 
manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan 
memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki harta 
orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Dalam Islam 
prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan antara 
kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Sebagaimana 
yang telah digariskan didalam prinsip muamalah berikut ini: 
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a) Prinsip Kerelaan. 
b) Prinsip bermanfaat. 
c) Prinsip tolong menolong. 
d) prinsip tidak terlarang.33 
c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka 
pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan 
syara’.
34
 Dalam pekerjaaan jual beli juga ada rukun dan syarat yang 
harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan 
syara’. Karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang 
mempunyai konsekueinsi terjadinya peralihan hak atas seusatu 
barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan 
sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan 
syaratnya. Rukun dalam jual beli antara lain:
35
 
1) Dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli. 
a) Penjual, yaitu pemilik harta yang penjual barangnya, atau 
orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. 
Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli  
b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 
hartanya (uangnya). 
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2) Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari 
harga dan barang yang di perjual belikan. 
3)  Lafadz akad (ijab kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual 
dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 
pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 
menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan 
barang lisan maupun tulisan. 
Para ulama menjelaskan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu: 
1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli; 
2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang; 
3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan 




Dalam hukum perdata, unsur-unsur jual beli antara lain: 
1) Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli; 
2) Status hukum, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak 
lain; 
3) Peristiwa hukum, yaitu persetujan penyerahan hak milik dan 
pembayaran; 
4) Objek hukum, yaitu benda dan harga; 
                                                             















1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang 
terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salahsatu pihak tidak 
berakal maka jual beli tersebut tidak sah. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu 
harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yag berakal itu 
masih mumayyiz, maka jual beli tersebut tidak sah.
39
 
2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa 
dalam melakukan transaksi jual beli salahsatu pihak tidak 
melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lain, sehingga 
pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena 
kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan 
bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. 
3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang 
mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang 
yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum 
dikatakan sebagai orang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak 
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dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun 
hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. 
4) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh 
(dewasa apabila telah berusiaa 15 tahun bagi anak laki-laki dan 
telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. 
Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas : 
1) Aqid yaitu orang yang bersepakat pihak yang melakukan akad ini 
dapat terdiri dari dua orang atau lebih. 
2) Ma’qud alaih ialah benda-beda yang diakadkan, seperi benda2 
yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad 
gadai, dan akad-akad lainnya. 
3) Maudhu’ alaiih, yaitu tujuan  pokok dalam melakukan akad. 
Seseorang jika melakukan akad biasanya mempunyai tujuan yang 
berbeda-beda, karena itu berbeda dalam bentuk akadnya maka 
berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya 
adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli 
dengan disertai gantinya (berupa uang atau barang). Demikian 
juga dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah memindahkan 
barang dari pihak pembeli kepada pihak yang di beri tanpa ada 
penggantian. 
4) Sighat al’aqd yang terdiri dari ijab dan qabul bentuk bertukarnya 





ijab kabul dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan. Hal-
hal yang harus diperhatikan dalam sighat al’aqd ialah : 
a) Sighat al‟aqd harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dari 
ijab dan kabul harus jelas dan menimbulkan banyak 
pengertian. 
b) Antara ijab dan kabul harus bersesuaian, maka tidak boleh 
antara pihak berijab dan menerimanya (kabul) berbeda 
lafadh, sehingga dapat menimbulkan persengketaan. 
c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 




Barang atau benda yang menjadi objek sebab terjadinya 




1) Suci atau bersih barangnya 
Barang atau benda yang diperjual belikan bukanlah digolongkan 
sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. 
Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda 
menagandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya 
kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis 
boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk 
dikonsumsikan atau dijadikan makanan. 
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Sesuatu yang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara‟ 
yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang 
di perjualbelikan. Adapun benda yang di pandang kotor atau 
berlumuran najis selama dapat di manfaatkan, misalnya sebagai 




2) Barang yang diperjual belikan dapat di manfaatkan 
Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena 
pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual 
beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk 
konsumsi, misalnya makanan dan minuman. 
3) Barang atau benda yang dapat di perjual belikan milik orang 
yang melakukan akad. 
Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang 
adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari 
pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang 
dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak 
berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual 
beli yang batal. 
4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan. 
Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan 
diantara keduabelahpihak (penjual dan pembeli). Barang atau 
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benda yang dalam keadaan digadaikan atau diwakafkan adalah 
tidak sah. Sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan 
barang kepada pihak pembeli. 
Hikmah larangan syara‟ menjual barang yang belum ditangan 
ialah untuk kemaslahatan semua pihak yang melakukan transaksi 




5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui  
Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui 
banyaknya, beratnya, kualitasnya, ukuran dan lain-lain. Maka 
tidak sah di perjual beikan yang menimbulkan keraguan 
salahsatu pihak atau jual beli yang mengandung unsur penipuan. 
6) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh 
dikembalikan, barang atau benda yang diperjual belikan tidak 
boleh di kaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, 
contohnya: jika ayahku pergi aku jual mobil ini kepadamu. 
Sighat atau Lafad 
Sighat atau lafadz adalah (ijab dan kabul) jual beli, yaitu suatu 
peryataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 
sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. 
Secara umum, rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli 
adalah ijab dan kabul, yaitu adanya ucapan penyerahan hak milik 
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disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Ijab adalah 
pernyatan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, 
sedangkan kabul adalah pernyatan pihak kedua untuk menerimanya. 
Akad tersebut diyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua 
belah pihak. 
Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam 
jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat 
terlihat pada saat akad berlangsung ijab kabul harus diungkap secara 
jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, 
seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ijab dan kabul 
telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan 
uang telah berpindah tangan.
44
 ijab dan kabul diadakan dengan 
maksud untuk untuk menunjukkan adaya sukarela timbal balik 
terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 
bersangkutan.
45
 Kesepakatan dalam jual beli merupakan segala 
sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. 
Unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. 
Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab dan kabul yang di langsungkan. 
Ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi bersifat 
mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan 
dalam akad jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah 
tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi pemilik pembeli. 
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Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab 
sebelum pembeli mengucapkan pernyataan qabul.
46
 
Dengan adanya ta’sir atau penetapan harga maka akan 
menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau 
oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta 
memungkinkan beban ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan 
penuh dengan kerelaan hati.
47
 
d. Macam-macam Jual Beli 
1) Jual Beli yang Shahih 
Apabila jual beli itu disyari‟atkan, memenuhi rukun atau syarat 
yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak 
terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih, dan 
mengikat kedua belah pihak. 
2) Jual Beli Bathil 
Jual beli batil merupakan segala jenis jual beli yang terdapat 
kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya atau 
jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, 
seperti orang yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak 
zhahir walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak 
kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli 
yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak 
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berharga seperti minuman keras dan babi. Apabila jual beli itu 
salah satu rukunnya atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi maka 
jual beli itu bathil.  
3) Jual Beli Fasid 
Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain 
sebagai berikut : 
a) Jual Beli Al-majhl 
Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, 
ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila 
sifat ketidakjelasnnya sedikit, jual belinya sah, karena tidak 
membawa perselisihan. Umpamanya seseorang membeli 
jam tangan merk tertentu, pembeli hanya tau membedakan 
jam tangan asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja, 
meski didalamnya tidak diketahui , apabila mesin dan merk 
jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu fasid. Ulama fiqh 
membolehkan seperti ini, karena biasanya tidak membawa 
pertengkaran (perselisihan). Disamping berkaitan dengan 
barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu 
atau tidak, tidak diketahui oleh penjual.
48
 
b) Jual beli yang dilakukan orang  buta 
Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan 
orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempuyai hak 
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khiyar, sedangkan Mazhab Syafi‟i tidak 
memperbolehkannya, kecuali barang tersebut telah 
dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa 
orang yang buta sejak lahir tidak dibenarkan mengadakan 
akad jual beli. 
c) Jual beli yang bertujuan membuat khamar 
Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli 
tersebut memproduksi khamar, maka para ulama pun 
berbeda pendapat. Ulama Syafi‟i menganggap jual beli itu 
sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya orang Islam 
menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun 
demikian ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali 
menganggap jual beli ini bathil.
49
 
d) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum 
sempurna matangnya untuk di panen 
Menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada 
dipohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka 
apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan 
itu maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan bahwa buah-
buahan itu sampai matang dan layak untuk dipanen, maka 
jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, 
yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan 
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ke pembeli ketika akad telah di setujui. Jumhur ulama 




4) Jual Beli Mu’atah 
Jual beli Mu‟atah yaitu jual beli barang yang obyek jual beli 
atau barang dan harganya telah diketahui oleh kedua belah pihak 
yang bertransaksi, tanpa ucapan ijab dan kabul (serah terima).
51
 
Di zaman modern perwujudan ijab kabul tidak lagi diucapkan, 
tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang 
membayar uang dari pembeli serta menerima uang dan 
menyerahkan barang secara langsung oleh penjual. Misalnya, 
jual beli di suatu swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti 
ini disebut dengan jual beli Mu’atah.
52
 
Adapun ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa jual beli harus di 
sertai ijab kabul, yakni dengan sighat lafadz, tidak cukup dengan 
isyarat, sebab kehadiran sifat itu tersembunyi dan tidak dapat 
diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan 
jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.
53
 
e. Jual Beli yang Dilarang 
Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam sebagaimana yang 
diringkas oleh Wahbah Al-Juhaili diantaranya sebagai berikut:  
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1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad). 
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dikatakan shahih 
yakni apabila jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang telah 
baligh, dapat memilih, berakal dan mampu bertasyaruf secara 
bebas dan baik, berikut merupakan jual beli yang dipandang 
tidak sah sebagai berikut: 
2) Jual beli yang dilakukan orang gila. 
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh 
orang gila dipandang tidak sah, hal ini juga berlaku sejenisnya 
seperti jual beli yang dilakukan orang yang mabuk, dan lain-
lain. 
3) Jual beli yang dilakukan anak kecil. 
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh 
anak kecil (belum mumayiz) dianggap tidak sah, terkecuali 
dalam perkara-perkara yang tergolong ringan atau sepele. Dalam 
sudut pandang ulama Syafi’iyah, jual beli yang dilakukan oleh 
anak yang telah mumaayiz namun belum baligh tetap dipandang 
tidak sah adanya ahliah.
54
  
4) Jual beli yang dilakukan orang buta. 
Jumhur ulama menganggap jual beli yang dilakukan oleh orang 
buta merupakan jual beli yang sahih selama barang yang 
dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Dalam sudut 
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pandang tidak sah disebabkan orang tersebut tidak dapat 
membedakan antara barang yang baik dan barang yang buruk.
55
  
5) Jual beli yang dilakukan secara terpaksa  
Dalam sudut pandang ulama hanafiyah, jual beli yang dilakukan 
secara terpaksa, seperti jual beli fudhul, (jual beli yang 
dilakukan tanpa seizin pemiliknya), yakni dengan ditanggalkan 
(mauquf), oleh karena itu keabsahan jual beli tersebut 
ditangguhkan sampai adanya kerelaan (hilang perasaan 
terpaksa). Dalam sudut pandang ulama Malikiyah jual beli 
semacam ini dianggap tidak lazim baginya ada khiyar, 
sedangkan dalam sudut pandang ulama syafe’Iyah dan 
Hanabilah jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena tidak 
adanya keridhaan ketika berakad. 
6) Jual beli fudhul  
Adapun yang dimaksud dengan jual beli fudhul yakni jual beli 
yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, yang mana hal 




7) Jual beli yang dilakukan orang terhalang 
Adapun yang dimaksud dari jual beli orang yang terhalang 
karena bangkrut, kebodohan atau sakit yang di derita. Jual beli 
orang yang bodoh seperti suka menghambur-hamburkan 
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hartanya menurut pandangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan 
pendapat paling sahih dikalangan ulama Hanabilah, harus 
ditanggguhkan. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah jual beli 
semacam ini dianggap tidak sah sebab tidak adanya ahli dan 
ucapannya tidak bisa dipegang. 
8) Jual beli Malja’ 
Adapun yang dimaksud dari jual beli malja’yakni jual beli yang 
dilakukan oleh orang yang dalam bahaya, untuk menghindari 
adanya kedzaliman maka jual beli semacam ini dianggap jual 
beli fasid dalam sudut pandang ulama Hanafiyah dan batal 
menurut pandangan ulama Hanabilah. 
Terlarang Sebab Sighat Para ulama fiqh sepakat bahwa sah 
jual beli yang dilakukan atas dasar keridhaan diantara pihak-pihak 
yang melangsungkan akad, serta adanya kesesuaian antara ijab dan 
kabul (berada didalam satu tempat/majelis dan tidak terpisah oleh 
adanya suatu pemisah). 
Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap 
menjadi tidak sah. Adapun jual beli yang dipandang tidak sah atau 
masih terjadi perdebatan diantara para ulama adalah seperti berikut: 
1) Jual beli mu’athah 
Adapun yang dimaksud dari jual beli mu’athah yakni jual beli 
yang dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh pihak-pihak 





akan tetapi tidak memakai ijab dan kabul. Para jumhur ulama 
menyatakan bahwa shahih apabila didalam jual beli tersebut 
terdapat ijab dari salah satunya dan diperbolehkan ijab dan 




2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan 
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan melalui 
surat atau utusan dipandang sah. Tempat berakad dalam jual beli 
ini yakni sampainya surat utusan tersebut (surat dari aqid 
pertama kepada aqid kedua). Apabila kabul melebihi tempat 
maka akad tersebut dipandang tidak sah, seperti keadaan dimana 
surat tersebut tidak sampai kepada pihak yang dituju. 
3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan 
Telah disepakati keshahihannya bahwa akad yang dilakukan 
dengan isyarat ataupun tulisan khususnya bagi pihak yang 
memiliki uzur atau sebab dalam ucapan. Selain itu isyarat 
tersebut haruslah dapat menunjukkan apa yang ada didalam hati 
aqid. Apabila isyarat tersebut tidak dapat dipahami dan tulisan 
tersebut jelek (tidak dapat terbaca) maka akad tersebut menjadi 
tidak sah. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang 
dilakukan dengan surat atau utusan dianggap sebagai jual beli 
yang sah. Tempat berakad dalam jual beli ini yakni sampainya 
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surat utusan tersebut (surat dari aqid pertama kepada aqid 
kedua). Apabila kabul melebihi tempat maka akad tersebut 
dipandang tidak sah, seperti keadaan dimana surat tersebut tidak 
sampai kepada pihak yang dituju. 
4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 
Para ulama fiqh sepakat terkait jual beli atas barang yang tidak 
ada di tempat merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak 
terpenuhinya syarat in’iqad (terjadinya akad). 
5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 
Para ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini dipandang tidak 
sah. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harganya 
maka dalam pandangan ulama Hanafiyah membolehkannya, 
namun dalam pandangan ulama Syafi’iyah beranggapan bahwa 
hal tersebut tetap tidak sah.
58
 
6) Jual beli munjiz  
Adapun yang dimaksud dengan jual beli munjiz yakni jual beli 
yang didalamnya dikaitkan dengan adanya persyaratan atau 
penangguhan pada waktu yang akan datang. Adapun jual beli 
semacam ini dalam pandangan ulama Hanafiyah termasuk jual 
beli yang fasid dan batal menurut pandangan jumhur ulama. 
Terlarang Sebab Ma’qud Alaih (Barang Jualan) Secara umum 
ma’qud alaih diartikan sebagai harta yang dijadikan sebagai alat 
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tukar oleh orang yang melangsungkan akad atau yang biasa disebut 
dengan mabi’ (barang jualan) dan harga. Para ulama fiqh sepakat 
terkait jual beli yang sah harus dilakukan dengan persyaratan ma’qud 
alaih merupakan barang yang memiliki nilai manfaat, berbentuk, 
dapat diserahkan, dapat dilihat oleh pihak-pihak yang 
melangsungkan akad, bukan merupakan hak milik orang lain, serta 
tidak dilarang oleh syara’. 
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 
Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual 
beli antara lain: 
1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang 
dada dengan jalan suka sama suka. 
2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta 
yang diperoleh dengan cara bathil. 
3) Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari rezeki 
yang halal. 
4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 
5) Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagian bagi 
jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup menerima dengan 
ridha terhadap anugerah Allah SWT. 
6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan 
antara penjual dan pembeli.
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a. Pengertian Gharar 
secara bahasa, gharar berarti hal yang tidak diketahui bahaya 
tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut 
terminologi atau istilah fiqh, gharar diartikan oleh para Ulama‟ ahli 
fiqh seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, 
atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang 
mengandung kesamaran.
60
 Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya 
yang berjudul fiqh Islam wa adilaltuh yang dikutip oleh Abu Malik 
Kamal bin al-Sayyid Salim gharar adalah sesuatu yang tidak 
diketahui akibatnya dari sisi ada dan tidak adanya.
61
 Gharar menurut 
terminology adalah bahaya, sedangkan taghrir adalah memancing 
terjadinya bahaya. Namun, makna asli gharar itu adalah sesuatu 
yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, 
kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.
62
 
Dengan begitu, gharar menurut bahasa berarti tipuan yang 
mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan 
menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta 
orang lain secara tidak benar.
63
 Sedangkan gharar menurut istilah 
fiqh, mencakup kecurangan, tipuan dan ketidak jelasan pada barang, 
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juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang.Menurut imam al-
Sarkhasi dari mazhab hanafi mengatakan bahwa gharar adalah jual 
beli yang tidak diketahui akibatnya.
64
 Dalam kitab Ramadhan Hafidz 
Abdur Rahmanyang berjudul “Nazhariyatal-gharar fî al-uyu, jual 
beli gharar ini adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan 
dan bersifat bahaya. Jual beli dimana wujudnya, sifatnya, kadarnya, 
serta adanya penahanan dalam penyerahanya.
65
 Seperti halnya jual 
beli madum jual beli yang mana barangnya atau objeknya tidak ada 
atau masih tidak jelas sifat dan keadaanya. Menurut berbagai 
pendapat Ulama‟ dari berbagai mazhab tidak ada yang 
memperbolehkan jual beli madum.Dalam kaidah ushul fiqh 
disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan mudharat 
maka harus dihilangkan. 
b. Dasar Hukum Gharar 
Hukum jual beli gharar sudah jelas bahwa Rasulullah SAW 
telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan 
terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan 
Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi: . 
ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن بَْيِع الْ َحَصاِة َوَعْن بَيِْع اْلَغَرر ِ َصلهى َّللاه  نَهَى َرُسىُل َّللاه
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Artinya : “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual 
beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli gharar.”
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c. Praktik Jual Beli Gharar 
Praktik jual beli Gharar dalam masyarakat sudah banyak terjadi, 
baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan 





c) Harga dan 
d) Waktu penyerahan. 
Dalam menghadapi era zaman modern ini sangat sulit bagi pelaku 
bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur 
dengan unsur gharar. Karena cakupan itu tidak hanya bisa dilihat 
dari sisi kualitas dan kuantitas suatu objek yang diperdagangkan saja, 
melainkan juga harus mencakup dari sisi harga dan waktu 
penyerahannya juga. Gharar dalam kuantitas dapat terjadi apabila 
dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual 
menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih 
berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual 
beli tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang ada di 
dalam tambak tersebut. Dengan metode perkiran maka, pihak 
pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam 
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tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik 
ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu objek yang 
diperjual belikan. Gharar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila 
terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada di dalam 
kandungan induknya. Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan 
terjadi gharar karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di 
dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah 
dilahirkan dari kandungan induknya. Gharar dalam segi harga bisa 
terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya 
berupa jagung dengan pembeli sehargaRp. 3.000,-perkilogram 
apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi 
jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad 
tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5.000,-
perkilogram dengan jangka waktu yang di tangguhkan. Dari 
persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana 
terdapat dua akad dalam satu transaksi. Gharar dalam waktu 
penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang 
misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus 
ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya, karena si 
penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang 
itu dapat ditemukan. Dalam keempat contoh kasus gharar di atas, 
pada awalnya antara pihak yang bertransaksi adalah sama-sama rela 





bagi kedua belah pihak. Apabila di kemudian hari bila keadaannya 
sudah menjadi jelas maka salah satu akan merasa terzalimi atas akad 
tersebut. 
4. Perbedaan Porsi 
Perbedaan memiliki 4 arti, perbedaan memiliki dasar beda. 
Perbedaan adalah sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan 
dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda perbedaan memiliki 
arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbedaan dapat 
menyatakan dari nama seseorang, tempat, atau semua benda, makanan 
dan minuman yang semua dapat dibedakan. 
Porsi adalah bagian (yang menjadi tanggung jawab atau yang harus 
dikerjakan dan sebagainya). Arti lainnya dari porsi adalah selengkap 
atau sepiring makanan (di rumah makan). 
5. Aplikasi Online dan Offline  
pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau program 
komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan 
dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. 
Istilah aplikasi sendiri diambil dari bahasa Inggris application yang 
dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, 
aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak yang 
dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu.
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Online adalah istilah yang sering kita gunakan ketika terhubung 
dengan internet. Terhubungnya internet dengan media sosial kita 
sehingga email dan segala macam jenis akun yang kita punya dapat 
menggunakan internet. Saat ini banyak sekali cara yang bisa di gunakan 
untuk dapat online, internet salah satunya dengan menggunakan 
smartphone yang mempunyai kota atau layanan internet kita bisa 
langsung masuk ke jaringan internet. 
Membeli secara langsung adalah barang dan uang dibayar secara 
transparan ada uamg ada barang sehingga kita tidak perlu menunggu 
beberapa jam atau hari untuk menunggu barang tersebut sampai 
kerumah. 
B. Tinjauan Pustaka 
Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa 
penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul 
skripsi ini yaitu: 
1. Skripsi Nurul „aini dari fakultas syariah (2018) yang berjudul “Hukum 
Jual Beli Gharar Dalam Persepektif Syafi‟iyah (studi pada Jual Beli 
Ikan Terubuk Di Desa Tnjung Mulya Kecamatan Kampung Rakyat 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan) hasil penelitian hukum jual beli 
Gharar menurut Persepektif Syafi‟iyah adalah jual beli yang tidak sah 





karena mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa 
mengakibatkan hilangnya harta atau barang.
69
 
2. Skripsi Mohammad Naruddin dari fakultas syariah (2018) yang 
berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan 
Makanan Melalui Jasa Online Go-food pada aplikasi Go-jek Di Kota 
Surabaya” hasil penelitian praktik pemesanan melauli Go-food pada 
aplikasi Go-jek menurut syariat Islam menggunakan akad ijarah. Aqid 
yakni mu’jir (orang yangmenyewakan) adalah driver Go-jek dan 
Musta’jir (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan Go-
food. Sighat, yaitu ijab dan qabul-nya terjadi pada sistem aplikasi 
online Go-jek Go-food yang dilakukan oleh pelanggan dengan driver. 
Ujrah (upah) tarif driver ditentukan oleh aplikasi Go-food sesuai jarak 
antara warung/restoran menuju lokasi pengiriman, nisa diberikan 
kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) diawal akad dengan Go-pay 
atau diakhiri akad dengan uang tunai. Bentuk manfaatnya adalah 
layanan jasa driver dalam bentuk melakukan beli dan antar makanan 
yang telah dipilih oleh pelanggan dari beberapa restoran yang telah 
mendaftarkan jualan makanannya pada Go-resto milik Go-food, 
sehingga dapat disebut pula akad wakalah bil-ujroh.
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3. Skripsi Eka Wahyu Pradani dari fakultas syariah (2019) yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android”  
(Studi Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan 
@Jualpremiumvip di Bandar Lampung) hasil penelitian dapat 
dikemukakan bahwa praktik jual beli online aplikasi android yang 
dilakukan pada akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip 
tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat 
jual beli. Adapun mengenai praktik jual beli online aplikasi android 
adalah dibenarkan dalam islam selama orientasinya hanya pada 
pemanfaatan ilmunya saja. Tetapi hal ini kemudian menjadi 
pertentangan dengan hukum syara„ karena aplikasi android yang 
menjadi objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh dari 
penjual, melainkan hasil dari pembajakan software (pencurian) yang 
kemudian di komersilkan, sehingga kegiatan ini menimbulkan 
kerugian bagi pemilik asli aplikasi android tersebut.
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Akamal Qurrahim,(Pembeli Secara Langsung) wawancara dengan penulis 
Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung,  24 September 2020 
Kevin Gibraldi,(Pembeli Secara Langsung) wawancara dengan penulis 
Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung,  27 September 2020 
Daut Rozi,(Pembeli Secara Langsung) wawancara dengan penulis Kelurahan 
Way Gubak, Bandar Lampung,  2 Oktober 2020 
Bapak Husen Hendri (driver), wawancara Ayam Geprek Azriel Kecamatan 
Sukabumi Bandar Lampung, 2 Desember 2020 
Bapak Dicky (driver), wawancara Ayam Geprek Azriel Kecamatan 
Sukabumi Bandar Lampung, 2 Desember 2020 
Bapak Roby  (driver), wawancara Ayam Geprek Azriel Kecamatan 
Sukabumi Bandar Lampung, 2 Desember 2020 
 
